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SALINAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 678 TAHUN 2024
TENTANG

TIM PERANGKAT GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai
Wakil Pemerintah Pusat, Gubernur dalam
melaksanakan tugas dan wewenang sebagai wakil
Pemerintah pusat dibantu oleh Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Gubernur tentang Tim Perangkat Gubernur
sebagai Wakil Pemerintah Pusat Tahun Anggaran
2024,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4422);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6896);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Dx ini telah gani secara yang oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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10.

Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun
2018 tentang tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6267);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888)
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan  dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang
Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai
Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

ini telah
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6794);

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 111);

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018
tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan
Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1539);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019
tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja
Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
970);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
397);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 120-614
Tahun 2022 tentang Program dan Kegiatan Pelimpahan
Tugas dan Wewenang Penyelenggaraan Sebagian
Urusan Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri
Tahun Anggaran 2023;

ini telah
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Memperhatikan

Menetapkan
KESATU
KEDUA

D ini telah

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-526
Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Kegiatan Dekonsentrasi Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2024,

21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat
Nomor 79), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Barat Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 95);

22. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun
2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita
Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 4);

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-667
Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Kegiatan Dekonsentrasi Gubernur Sebagai Wakil
Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023;

2.  Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 141
Tahun 2024 tanggal 02 Februari 2024 tentang Pejabat
Kuasa Pengguna Anggaran Dana Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan Sulawesi Barat Tahun Anggaran
2024,

3.  Surat Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam Negeri Nomor: 100.2.2/793/BAK
hal: Penetapan Perangkat Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat.

MEMUTUSKAN:

Tim Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
Tahun Anggaran 2024, dengan susunan Tim sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
Tim Perangkat sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU, mempunyai tugas mendukung dan membantu
pelakanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat, antara lain:
1. Pengarah:
Mengarahkan Tugas Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah
Pusat Kepada Perangkat Gubernur Sebagai Wakil
Pemerintah Pusat.

secara yang oleh Balai Elektronik (BSrE), BSSN
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KETIGA

KEEMPAT

2. Penanggungjawab:
Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas perangkat
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

3. Ketua:

Mengkoordinasikan, mengawasi, mengevaluasi dan

melaporkan pelaksanaan tugas perangkat Gubernur

Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

4. Wakil ketua:

Membantu ketua dalam mengkoordinasikan, mengawasi,

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas

perangkat Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
5. Sekertaris:

Mengkoordinasikan  pelaksanaan  tugas  perangkat

Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, pelayanan

administrasi, perencanaan dan program dan anggaran

dan Pelaporan.
6. Anggota:

a. memberikan dukungan pelayanan admistrasi
terhadap pelaksanan kegiatan perangkat Gubernur
Sebagai Wakil Pemerintah Pusat pada perangkat
Daerah masing-masing yang tugasnya bersesuaian
dengan  perangkat  Gubernur  Sebagai  Wakil
Pemerintah Pusat;

b. memberikan dukungan pelayanan administrasi
umum,  urusan tata usaha, perlengkapan
perencanaan dan program dan anggaran pelaksanaan
kegiatan dan Pelaporan perangkat Gubernur Sebagai
Wakil Pemerintah Pusat; dan

c. memberi dukungan terhadap pelaksanaan
kesekretariatan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah
Pusat.

Koordinasi dan konsultasi Tim Perangkat Gubernur sebagai
Wakil Pemerintah Pusat dilakukan melalui rapat koordinasi
secara berkala paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu)
tahun atau dapat sesuai dengan kebutuhan.

Dalam melaksanakan tanggungjawab dan tugasnya Tim
Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan
honorarium dengan rincian sebagai berikut :

a. Pengarah Rp750.000
b. Penanggungjawab Rp700.000
c. Ketua Rp650.000
d. Wakil Ketua Rp600.000
e. Sekretaris Rp500.000
f. Anggota Rp500.000

ini telah

secara yang oleh Balai Elektronik (BSrE), BSSN
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KELIMA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum
KEDUA, melaksanakan tugas sejak tanggal 2 Februari 2024
dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi
Sulawasi Barat selaku Sekretaris Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2024 sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 7 April 2024

Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,
ttd
ZUDAN ARIF FAKRULLOH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,

3

Hj. DJAMILA, SH, MH
Pembina Utama Madya
NIP. 19641020 199203 2 012

Do ini telah gani secara yang oleh Balai (BSrE), BSSN
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR : 678 TAHUN 2024

TANGGAL : 7 April 2024

TENTANG

PUSAT TAHUN ANGGARAN 2024

TIM PERANGKAT GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH

SUSUNAN TIM PERANGKAT GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT

TAHUN ANGGARAN 2024

KEDUDUKAN
NO NAMA / JABATAN DALAM TIM
1 2 3
1. | Gubernur Sulawesi Barat Pengarah
2. | Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Pen.anggu ng
jawab
3 Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Ketiia
| Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat
Kepala Bagian Pemerintahan Biro Pemerintahan dan
4. | Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Wakil Ketua
Sulawesi Barat
A. Desy Irmalasari, S.Farm., M.AP
5. | (Biro Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Sekretaris
Daerah Provinsi Sulawesi Barat)
6 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Angeota
" | Daerah Provinsi Sulawesi Barat g8
7 Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan o —
| Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat 88
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Anggota
Barat
Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi
9. A Anggota
Sulawesi Barat
10 Sekertaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Angigota
" | Sulawesi Barat 88
11 Kepala Bagian Perundang-Undangan Kabupaten Biro Angeota
" | Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat g8
12 Kepala Bagian Kelembagaan Pada Biro organisasi ATEOLE
" | Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat &8
Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten Badan
13. | Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Anggota
Sulawesi Barat
Muhammad Juaeni Yusuf, S.Pd., M.Pd
14. | (Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Anggota
Daerah Provinsi Sulawesi Barat)
Hj. Taufianny Burhanuddin, SE., MM
15. | (Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Anggota

Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)

D ini telah dit i secara yang di oleh Balai i Elektronik (BSrE), BSSN
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NO

NAMA / JABATAN

KEDUDUKAN
DALAM TIM

2

3

16.

Muh. Dhany Sadry, S.IP
(Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
Daerah Provinsi Sulawesi Barat)

Anggota

17;

H. Andi Haerul Amri, SE.
(Biro Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
Daerah Provinsi Sulawesi Barat)

Anggota

18.

Irwan SE.
(Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi
Barat)

Anggota

19.

Eka Genta Asyuni SE., MM
(Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi
Barat)

Anggota

20.

Zulfikar Muliadi, S.STP., M.Si (
Staf Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)

Anggota

21.

Isnaeny Yamin, S. Hut., M. AP
(Staf Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)

Anggota

22.

Devi Savitry Saleh, S. Sos
(Staf Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)

Anggota

23.

Ulfian S. S.STP.
(Staf Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)

Anggota

24.

Jirana, S. Pd. |
(Staf Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)

Anggota

25.

Burahim, S.Sos
(Staf Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)

Anggota

26.

Maskur, SE
(Staf Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi
Barat)

Anggota

27.

Karmila, SE.
(Staf Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi
Barat)

Anggota

28.

Andi Agung Pengerang SE.
(Staf Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi
Barat)

Anggota

29.

Amir Hamzah, SE. MM.
(Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah Provinsi Sulawesi Barat)

Anggota
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NO

NAMA / JABATAN

KEDUDUKAN
DALAM TIM

2

3

Elvi Suhartaty Amir, A.Md. Kom.
30. | (Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Anggota
Daerah Provinsi Sulawesi Barat)

31. Jumriah Djabir

(Staf Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan)

Anggota

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,

ool

e

Hj. DUAMILA, SH, MH
Pembina Utama Madya
NIP. 19641020 199203 2 012

Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,
ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH
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Lampiran 2. SK Perangkat GWPP di Provinsi Sulawesi Barat

SALINAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 679 TAHUN 2024
TENTANG

PERANGKAT GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT
DI PROVINSI SULAWESI BARAT

GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (6)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat,
perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang
Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di
Provinsi Sulawesi Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4422);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
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10.

11.

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4816);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018
tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6219);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018
tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah  Pusat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6224);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022
tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6794);

Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang
Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
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13.

14.

15.

16.

17;

18.

19.

20.

21.

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 111);

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun
2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian
Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun
2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja
Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 970);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun
2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur
sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 397);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-
526 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Gubernur
sebagai Wakil Pemerintah Pusat Tahun Anggaran
2024;

Peraturan Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2023
tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 468);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah  Provinsi Sulawesi Barat
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun
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Memperhatikan
Menetapkan
KESATU
KEDUA
KETIGA

D ini telah

2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi
Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi
Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi
Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Barat Nomor 95);

22. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun
2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat
Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2022 Nomor 4);

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-
667 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Gubernur
Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Tahun Anggaran
2023;

2. Surat Direktur Jenderal Bina Administrasi
Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Nomor:
100.2.2/793/BAK  hal: Penetapan  Perangkat
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

MEMUTUSKAN:

Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di
Provinsi Sulawesi Barat, dengan susunan Perangkat
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Perangkat GWPP sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU dibentuk dalam rangka membantu GWPP dan
Sekretaris GWPP yang terdiri dari Sekretariat Perangkat
GWPP, Unit Kerja Bidang Pemerintahan, Unit Kerja
Bidang Hukum dan Organisasi, Unit Kerja Bidang
Keuangan, Unit Kerja Bidang Perencanaan, Unit Kerja
Bidang Pengawasan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Provinsi penerima kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan dari kementerian/lembaga non kementerian
lain.

Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
(GWPP) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU,
mempunyai tugas membantu Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat dalam melaksanakan koordinasi,
pembinaan dan pengawasan sebagai upaya dalam
mendukung tercapainya visi misi pembangunan nasional
dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara.
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KEEMPAT

KELIMA

Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
(GWPP) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU,
melaksanakan tugas sejak tanggal 1 Februari 2024,
bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan
tugasnya kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah
Pusat melalui Sekretaris Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat (GWPP), selanjutnya Gubernur sebagai
Wakil Pemerintah Pusat menyampaikan laporan
pelaksanaan tugas dan wewenang kepada Presiden
melalui Menteri Dalam Negeri.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 7 April 2024

Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum,
[OFS Lt

Hj. DJAMILA, SH, MH
Pembina Utama Madya

NIP. 19641020 199203 2 012

oleh Balai
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT

NOMOR : 679 TAHUN 2024
TANGGAL : 7 April 2024

TENTANG : PERANGKAT GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT

DI PROVINSI SULAWESI BARAT

SUSUNAN PERANGKAT GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI
PROVINSI SULAWESI BARAT

NO JABATAN

KEDUDUKAN

1 2

3

1. | Gubernur Provinsi Sulawesi Barat

Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat

2. | Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Sekretaris Gubernur
sebagai Wakil Pemerintah
Pusat

L. SEKRETARIAT PERANGKAT

Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan
1. | Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi
Barat

Ketua

Kepala Bagian Pemerintahan pada Biro
2. | Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Sekretaris

Muhammad Juaeni Yusuf, S.Pd., M.Pd
(Analis Kebijakan Ahli Madya pada Biro
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)

Anggota

Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro
4. | Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Anggota

A. Desy Irmalasari, S.Farm., M.AP (Analis
Kebijakan Ahli Muda pada Biro
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)

Anggota

H. Andi Haerul Amri, SE.

(Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)

Anggota

Rosliani Yusuf, A.Md

(Staf pada Biro Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
Provinsi Sulawesi Barat)

Anggota
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NO

JABATAN

KEDUDUKAN

2

3

Insani Amalia Amri

(Staf pada Biro Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
Provinsi Sulawesi Barat)

Anggota

Anwar, SE

(Staf pada Biro Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
Provinsi Sulawesi Barat)

Anggota

10.

Dedi Suarni

(Staf Pada Biro Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
Provinsi Sulawesi Barat)

Anggota

1L

UNIT KERJA BIDANG PEMERINTAHAN

Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi
Barat

Koordinator

Kepala Bagian Pemerintahan pada Biro
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Anggota

Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Anggota

Muhammad Juaeni Yusuf, S.Pd., M.Pd
(Analis Kebijakan Ahli Madya pada Biro
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)

Anggota

A. Desy Irmalasari, S.Farm., M.AP (Analis
Kebijakan Ahli Muda pada Biro
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)

Anggota

Muh. Dhany Sadry, S.IP

(Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)

Anggota

H. Andi Haerul Amri, SE.

(Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)

Anggota

Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Anggota
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NO

JABATAN

KEDUDUKAN

2

3

Eka Genta Asyuni SE., MM
(Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Provinsi Sulawesi Barat)

Anggota

10.

Irwan SE.
(Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Derah
Provinsi Sulawesi Barat)

Anggota

11

Ulfian S. S.STP.

(Staf pada Biro Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
Provinsi Sulawesi Barat)

Anggota

12.

Isnaeny Yamin, S. Hut., M.AP

(Staf pada Biro Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
Provinsi Sulawesi Barat)

Anggota

13.

Zulfikar Muliadi, S.STP., M.Si

(Staf pada Biro Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
Provinsi Sulawesi Barat)

Anggota

14.

Devi Savitry Saleh, S. Sos

(Staf pada Biro Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
Provinsi Sulawesi Barat)

Anggota

1S.

Jirana, S. Pd. |

(Staf pada Biro Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
Provinsi Sulawesi Barat)

Anggota

16.

Burahim, S.Sos

(Staf pada Biro Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
Provinsi Sulawesi Barat)

Anggota

III.

UNIT KERJA BIDANG HUKUM DAN ORGANISAS

1

Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Sulawesi Barat

Koordinator

Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah
Provinsi Sulawesi Barat

Anggota

Kepala Bagian Perundang-undangan
Kabupaten/Kota Biro Hukum Sekretariat
Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Anggota

Kepala Bagian Kelembagaan Biro Organisasi
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Anggota
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NO

JABATAN

KEDUDUKAN

2

3

Seniwati, SH
(Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)

Anggota

Maskur, SE

(Penelaah Tekhnis Kebijakan pada Biro
Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi
Sulawesi Barat)

Anggota

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Hukum
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Anggota

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Organisasi
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Anggota

Karmila, SE

(Analis Kebijakan Alhi Pertama pada Biro
Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi
Sulawesi Barat)

Anggota

Andi Agung Pangerang, SE
(Staf Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
Sulawesi Barat)

Anggota

UNIT KERJA BIDANG KEUANGAN

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Koordinator

Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Anggota

Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten
pada Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Anggota

Kepala Sub Bidang Bina Kabupaten pada
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Anggota

Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Barat

Anggota

Elvi Suhartaty Amir, A.Md. Kom.
(Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat)

Anggota

UNIT KERJA BIDANG PERENCANAAN

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi
Barat

Koordinator
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NO

JABATAN

KEDUDUKAN

2

3

Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi
Sulawesi Barat

Anggota

Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi
Barat

Anggota

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian,
Evaluasi Pembangunan pada Badan
Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi
Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Anggota

Hj. Taufiany Burhanuddin, SE., MM (Analis
Kebijakan Ahli Madya pada Biro Perekonomian
dan Administrasi Pembangunan Sekretariat
Daerah Provinsi Sulawesi Barat)

Anggota

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset pada
pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset
dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Anggota

Aco Aswad, SE., M.Ak

(Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro
Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)

Anggota

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Badan
Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi
Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Anggota

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro
Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Anggota

10.

Angga Tirta Wijaya G, S.STP., M.Ec.Dev
(Perencana pada Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Provinsi Sulawesi Barat)

Anggota

11.

Jumriah Djabir

(Staf pada Biro Perekonomian dan Administrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi
Sulawesi Barat)

Anggota

VI

UNIT KERJA BIDANG PENGAWASAN

Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Koordinator

Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi
Sulawesi Barat

Anggota
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NO JABATAN KEDUDUKAN

1 2 3
Hasrul Thalib, SE., M.M
3. | (Auditor Muda pada Inspektorat Daerah Anggota

Provinsi Sulawesi Barat)

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

4. | pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Anggota
Barat
Yohana, SE

5. | (Fungsional Umum pada Inspektorat Daerah Anggota

Provinsi Sulawesi Barat)

Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,
ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,

Pembina Utama Madya
NIP. 19641020 199203 2 012
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Lampiran 3 - Regulasi di bawah UU yang berkaitan dengan GWPP

RELEVANSI
NO REGULASI TERHADAP GWPP KETERANGAN

1 |PP 8/2006 tentang Kewajiban atas pelaporan |Pertanggungjawaban
Pelaporan Keuangan dan dan pertanggungjawaban (kepada menteriyang
Kinerja Instansi Pemerintah  |keuangan dan kinerja berkaitan.

GWPP.

2 |PP 40/2006 tentang Tata Acuan dalam Tumpang tindih tugas
Cara Penyusunan Rencana |[melaksanakan menyelenggarakan
Pembangunan Nasional pembinaan dan Musrenbang Provinsi

pengawasan. antara Unit Kerja
Perencanaan
Perangkat GWPP
dengan Bappeda
Provinsi.

3 |PP 26/2008 tentang Acuan dalam Tugas Unit Kerja
Rencana Tata Ruang melaksanakan Perencanaan.
Wilayah Nasional pembinaan dan

pengawasan.

4 [PP 90/2010 tentang Acuan dalam Tugas Unit Kerja
Penyusunan Rencana Kerja |melaksanakan Keuangan.
dan Anggaran Kementerian |pembinaan dan
Negara/Lembaga pengawasan.

5 |PP 96/2012 tentang Acuan dalam Tugas Unit Kerja
Pelaksanaan Undang- melaksanakan Hukum dan
Undang Nomor 25 Tahun pembinaan dan Organisasi.

2009 tentang Pelayanan pengawasan.
Publik

6 |[PP 45/2013 tentang Tata Acuan dalam mengelola |Tugas Unit Kerja
Cara Pelaksanaan Anggaran |anggaran. Keuangan dan
Pendapatan dan Belanja Pengelola Keuangan
Negara Satker.

7 |PP 27/2014 tentang Acuan dalam Tugas Unit Kerja
Pengelolaan Barang Milik melaksanakan Keuangan.
Negara/Daerah pembinaan dan

pengawasan.

8 |PP 18 Tahun 2016 tentang  |Acuan dalam Tugas Unit Kerja

Perangkat Daerah melaksanakan Hukum dan
pembinaan dan Organisasi.
pengawasan.

9 [PP 12/2017 tentang Acuan dalam Tugas Unit Kerja
Pembinaan dan Pengawasan |melaksanakan Pemerintahan.
Penyelenggaraan pembinaan dan
Pemerintahan Daerah pengawasan.

10 |PP 2/2018 tentang Acuan dalam Tugas Unit Kerja

Standar Pelayanan Minimal

melaksanakan tugas
Perangkat GWPP.

Pengawasan.




68

NO

REGULASI

RELEVANSI
TERHADAP GWPP

KETERANGAN

11

PP 28/2018 tentang Kerja
Sama Daerah

Acuan dalam
melaksanakan tugas
Perangkat GWPP.

Tugas Unit Kerja
Pemerintahan.

12

PP 33/2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang Gubernur
sebagai Wakil Pemerintah
Pusat

Mengatur struktur
kelembagaan GWPP dan
tugas pada setiap unit.

Kelembagaan hanya
mengakomodasi
tugas atributif. Tidak
diatur tugas yang
sifatnya delegatif.

13

PP 56/2018 tentang
Pinjaman Daerah

Acuan dalam
melaksanakan tugas
Perangkat GWPP.

Tugas Unit Kerja
Keuangan.

14

PP 12/2019 tentang
Pengelolaan Keuangan
Daerah

Acuan dalam
melaksanakan tugas
Perangkat GWPP.

Tugas Unit Kerja
Keuangan.

15

PP 13/2019 tentang
Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah

Acuan dalam
melaksanakan tugas
Perangkat GWPP.

Tugas Unit Kerja
Pemerintahan.

16 |PP 6/2021 tentang Acuan dalam Tugas Unit Kerja
Penyelenggaraan Perizinan |melaksanakan tugas Hukum dan
Berusaha di Daerah Perangkat GWPP. Organisasi.

17 |PP 40/2021 tentang Acuan dalam Tugas Unit Kerja
Penyelenggaraan Kawasan |melaksanakan tugas Pemerintahan.

Ek onomi Khusus

Perangkat GWPP.

18

PP 19/2022 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan

Mengatur ketentuan
dalam menyelenggarakan
dekonsentrasi kepada
GWPP.

Tidak ada perbedaan
antara
penyelenggaraan
dekonsentrasi oleh
GWPP dan
penyelenggaraan
tugas pembantuan
oleh Pemerintah
Daerah Provinsi.
Keduanya Hanya
diberikan juknis dan
dana APBN,
sementara sumber
daya lainnya
menggunakan
sumber daya daerah
provinsi.

19

PP 35/2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah

Acuan dalam
melaksanakan tugas
Perangkat GWPP.

Tugas Unit Kerja
Keuangan.
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20 (Perpres 179/2014 tentang Khusus pada Provinsi -
Rencana Tata Ruang Nusa Tenggara Timur
Kawasan Perbatasan Negara
di Provinsi Nusa Tenggara
Timur
21 |Perpres 31/2015 tentang Khusus pada provinsi- -
Rencana Tata Ruang provinsi di Kalimantan
Kawasan Perbatasan Negara
di Kalimantan
22 |Perpres 33/2015 tentang Khusus pada Provinsi -
Rencana Tata Ruang Maluku
Kawasan Perbatasan Negara
di Provinsi Maluku
23 |Perpres 16/2016 tentang Acuan dalam Tugas Unit Kerja
Tata Cara Pelantikan melaksanakan tugas Pemerintahan.
Gubernur dan Wakil Perangkat GWPP.
Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota
24 |Perpres 11/2017 tentang Khusus pada Provinsi -
Tata Ruang Kawasan Sulawesi Utara, Provinsi
Perbatasan Negara di Gorontalo, Provinsi
Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah,
Provinsi Gorontalo, Provinsi [Provinsi Kalimantan
Sulawesi Tengah, Provinsi Timur dan Provinsi
Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
Provinsi Kalimantan Utara
25 |Perpres 16/2018 tentang Mekanisme pengadaan -
Pengadaan Barang/Jasa barang/jasa oleh GWPP
Pemerintah
26 |(Perpres 118/2022 tentang Khusus pada provinsi -
Rencana Induk Pengelolaan |yang berbatasan dengan
Batas Wilayah Negara dan negara lain.
Kawasan Perbatasan Tahun
2020-2024
27 |Permendagri 71/2012 Acuan dalam Tugas Unit Kerja

tentang Pedoman Pendidikan
Wawasan Kebangsaan

melaksanakan tugas
Perangkat GWPP.

Pemerintahan.
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28

Permenkeu
178/PMK.05/2018 tentang
Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor
190/PMK.05/2012 tentang
Tata Cara Pembayaran
Dalam Rangka Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara

Mekanisme pengelolaan
keuangan oleh satker-
satker GWPP

29

Permendagri 42/2015
tentang Pelaksanaan
Koordinasi Penanganan
Konflik Sosial

Acuan dalam
melaksanakan tugas
Perangkat GWPP.

Tugas Unit Kerja
Pemerintahan.

30

Permendagri 13 Tahun 2016
tentang Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang
Rencana Tata Ruang Daerah

Acuan dalam
melaksanakan tugas
Perangkat GWPP.

Tugas Unit Kerja
Perencanaan.

31

Permendagri 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah

Acuan dalam
melaksanakan tugas
Perangkat GWPP.

Tugas Unit Kerja
Perencanaan.

32

Permendagri 117/2017
tentang Tata Cara
Pengusulan dan Verifikasi
Usulan Program dan
Kegiatan Pembangunan
Daerah melalui Dana
Alokasi Khusus Fisik

Acuan dalam
melaksanakan tugas
Perangkat GWPP.

Tugas Unit Kerja
Perencanaan.
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33 [Permendagri 138/2017 Acuan dalam Tugas Unit Kerja
tentang Penyelenggaraan melaksanakan tugas Hukum dan
Pelayanan Terpadu satu Perangkat GWPP. Organisasi.

Pintu Daerah

34 [Permendagri 9/2018 Acuan dalam Tugas Unit Kerja
tentang Reviu Pembangunan |melaksanakan tugas Perencanaan.
Jangka Atas Rencana Perangkat GWPP.

Menengah Daerah dan
Rencana Strategis Perangkat
Daerah

35 [Permendagri 99/2018 Acuan dalam Tugas Unit Kerja
tentang Pembinaan dan melaksanakan tugas Hukum dan
Pengendalian Penataan Perangkat GWPP. Organisasi.
Perangkat Daerah

36 [Permendagri 80 Tahun 2015 |Acuan dalam Tugas Unit Kerja
tentang Pembentukan Produk |melaksanakan tugas Hukum dan
Hukum Daerah Perangkat GWPP. Organisasi.

37 |Peraturan Menteri Dalam Sebagai dasar Tumpang tindih
Negeri Nomor 56 Tahun 2019 [penunjukkan pegawai ex- |kewenangan antara
tentang Pedoman officio pada Perangkat Biro Hukum dan Biro
Nomenklatur dan Unit Kerja |Gubernur Organisasi dengan
Sekretariat Daerah Provinsi Unit Kerja Hukum dan
dan Kabupaten/Kota Organisasi.

38 [Permendagri 18/2020 Acuan dalam Tugas Unit Kerja
tentang Peraturan melaksanakan tugas Pemerintahan.
Pelaksanaan Peraturan Perangkat GWPP.

Pemerintah Nomor 13 Tahun
2019 Tentang Laporan Dan
Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah

39 [Permendagri 22/2020 Acuan dalam Tugas Unit Kerja
tentang Tata Cara Kerja melaksanakan tugas Pemerintahan.
Sama Daerah dengan Perangkat GWPP.

Daerah Lain dan Kerja Sama
Daerah dengan Pihak Ketiga
40 |Permendagri 77/2020 Acuan dalam Tugas Unit Kerja

tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan
Daerah

melaksanakan tugas
Perangkat GWPP.

Keuangan.
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41

Permendagri 9/2021
tentang Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan
Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Daerah, Rancangan
Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Daerah, Rancangan
Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Daerah, dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Daerah

Acuan dalam
melaksanakan tugas
Perangkat GWPP.

Tugas Unit Kerja
Keuangan.

42

Permendagri 47/2021
tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pembukuan,
Inventarisasi,

dan Pelaporan Barang Milik
Daerah

Acuan dalam
melaksanakan tugas
Perangkat GWPP.

Tugas Unit Kerja
Keuangan.

43

Permendagri 59/2021
tentang Penerapan Standar
Pelayanan Minimal

Acuan dalam
melaksanakan tugas
Perangkat GWPP.

Tugas Unit Kerja
Pengawasan.

44

Permendagri 12/2021
tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 33 Tahun
2018 Tentang Pelaksanaan
Tugas dan Wewenang
Gubernur Sebagai Wakil
Pemerintah Pusat

Acuan dalam
melaksanakan tugas
Perangkat GWPP.

Tidak jauh berbeda
dengan PP 33/2018.
Hanya mengatur lebih
teknis terkait fungsi,
sasaran, output,
outcome dan tahapan
aktivitas.

45

Permenkeu
199/PMK.02/2021
tentang Tata Cara Revisi
Anggaran

Mekanisme revisi dana
dekonsentrasi GWPP
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46 |Permenkeu 14/PMK.07/2023 |Acuan dalam Tugas Unit Kerja
Tahun 2023 tentang melaksanakan tugas Perencanaan.
Perubahan atas Peraturan Perangkat GWPP.
Menteri Keuangan Nomor
198/PMK.07/2021 tentang
Pengelolaan Dana Alok asi
Khusus Fisik
47 |PermenPPN/Kepala Bapenas |Acuan dalam Tugas Unit Kerja

5/2023 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun
2025-2029

melaksanakan tugas
Perangkat GWPP.

Perencanaan.
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PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL H. Abd. Malik Pattana Endeng Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat

Mamuju 91512, Telp/Fax : 0426-2325152, email : ptspsulawesibarat@gmail.com

1. Dasar

saoop

—

2. Menimbang :

Nama/Objek
NIM

Alamat
No.HP
Untuk

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 00239/76.RP.PTSP.B/V/2024

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :

3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan
Penelitian.

. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun

2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi
Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2022

tentang Kedudukan,Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi
Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 27 Tahun 2022

Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan

Surat Dari Universitas Hasanuddin Makassar Nomor :
3648/UN4.8.1/PT.01.04/2024 08 Mei 2024 Perihal
Permohonan Izin Penelitian.

MEMBERITAHUKAN BAHWA:

: ANDI MUH MARIO HARING

: E012222019

: J1.Baji Ampe No.20

: 082190412828

: 1). Melakukan Penelitian/Pengumpulan Data
“ KEDUDUKAN GUBERNUR SEBAGAI PELAKSANA
DEKONSENTRASI DI PROVINSI SULAWESI BARAT ”

2). Lokasi Penelitian : Pemerintah Provinsi Sulawesi
Barat
3). Waktu/Lama Penelitian: 08 Mei s/d 08 Agustus 2024

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya Kami menyetujui
Kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan
diharapkan melapor kepada Gubernur Sulawesi Barat, Cq. Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Barat.

2. Penelitian tidak Menyimpang dari izin yang diberikan

3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
mengindahkan adat istiadat setempat.




86

4. Menyerahkan 1 (satu) examplar copy hasil penelitian Kepada Gubernur

Sulawesi Barat, Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Sulawesi Barat.

5. Surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata

pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Mamuju
Pada Tanggal : 14 Mei 2024

a.n. GUBERNUR SULAWESI BARAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI BARAT,
Selaku Administrator Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

H. HABIBI AZIS, S. STP. MM
Pangkat: Pembina Tk I
NIP  :19781216 199912 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

NOUOALN -

8.
9.
10
11

12.

13
14

15.

16.

17
18
19

Dirjen Kesbang dan Politik Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;

. Bupati Mamuju di Mamuju;

Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Mamuju di Mamuju;
Pj.Gubernur Sulawesi Barat di Mamuju;

. Sekretaris Daerah provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
. Biro Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi

Sulawesi Barat di Mamuju;
Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sualwesi Barat di Mamuju;
Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
. Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi
Sulawesi Barat di Mamuju;

Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi
Barat di Mamuju;
. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Sulawesi Barat di Mamuju;

Bidan Kelembagaan dan Tata Laksana Pada Kementrian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

Direktorat Dekosentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama Pada
Kementrian Dalam Negeri;
. Prof.H.M.Ryaas Rasyid,M.A,Ph.D.
. Prof.Dr.Djohermansyah Djohan,M.A
. Rektor Universitas Hasanuddin Makassar di Makassar;
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Lampiran 6 - Draf Policy Brief

POLICY BRIEF

PARADOKS PERAN GUBERNUR
DALAM KERANGKA DESENTRALISASI

ANDI MUH MARIO HARING
DEDDY T. TIKSON
AMRIL HANS

MUH. TANG ABDULLAH

EXECUTIVE SUMMARY

Undang-undang Pemerintahan Daerah mengatur peran tumpang tindih
gubernur sebagai kepala daerah otonom dan Wakil Pemerintah Pusat
(GWPP), yang mengakibatkan ketidakefisienan dalam pengawasan
kabupaten/kota. PP 19/2022 gagal mengatur kedudukan GWPP dengan
baik, membebani sumber daya daerah provinsi, dan menciptakan
ketidakjelasan antara lembaga pemerintahan di daerah. Dua rekomendasi
kebijakan utama adalah: (1) Mengubah status provinsi menjadi wilayah
administratif, menyerahkan kewenangan provinsi ke kabupaten/kota untuk
meningkatkan efisiensi dan kemandirian fiskal, dan (2) Menguatkan
kelembagaan GWPP dengan regulasi yang jelas dan pendanaan dari
pemerintah pusat. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan sistem
pemerintahan yang lebih efisien dan terkoordinasi.

PENDAHULUAN

Undang-undang pemerintahan daerah selalu menempatkan daerah
otonom dan wilayah administratif pada posisi yang saling tumpang tindih.
Salah satu konsekuensi dari pengaturan tersebut adalah kedudukan ganda
gubernur. Dalam satu sisi, gubernur berkedudukan sebagai kepala daerah
otonom yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus
daerahnya untuk kepentingan masyarakat setempat. Daerah otonom ini
memiliki kewenangan politis dan administratif, serta beberapa kewenangan
fiskal yang diserahkan oleh pemerintah pusat. Di sisi lain, Gubernur sebagai
Wakil Pemerintah Pusat, selanjutnya disingkat GWPP, mengepalai wilayah
administratif untuk menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan
terhadap daerah kabupaten/kota, serta urusan pemerintahan yang
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merupakan kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan kepadanya.
Sama halnya dengan instansi vertikal, GWPP merupakan bagian dari
pemerintah pusat itu sendiri dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas
nama pemerintah pusat. GWPP dilimpahkan kewenangan administratif di
mana uraian tugas dan pendanaannya berasal dari pemerintah pusat. Kedua
kedudukan gubernur masing-masing memiliki perangkat yang berbeda dan
terpisah satu sama lain. Perangkat Daerah merupakan bagian dari
pemerintah daerah provinsi yang bertugas membantu gubernur
melaksanakan kewenangannya sebagai kepala daerah. Sementara itu,
kedudukan GWPP dibantu oleh Perangkat Gubernur yang juga merupakan
bagian dari pemerintah pusat sendiri. Kedua perangkat ini berjalan secara
paralel dan terpisah satu sama lain.

Ketentuan dalam PP 19/2022 dinilai gagal mengatur kedudukan
GWPP secara teknis. Aturan ini tidak mencerminkan prinsip dekonsentrasi
yang sejatinya mewajibkan pemerintah pusat untuk bertanggung jawab atas
sumber daya yang diperlukan. Kegagalan aturan ini terlihat pada perbedaan
perlakuan antara GWPP dan instansi vertikal. Instansi vertikal memiliki
personel yang merupakan pegawai pusat, sarana dan prasarana dari
pemerintah pusat, serta alokasi pembiayaan dari APBN. Sebaliknya, GWPP
justru melibatkan pegawai daerah provinsi dan mengandalkan sarana dan
prasarana dari daerah provinsi. Meskipun telah diberikan alokasi pendanaan
dari APBN, tetapi penyelenggaraan tugas dekonsentrasi oleh GWPP masih
membebani APBD Provinsi. Pengaturan dekonsentrasi yang membebankan
personel serta sarana dan prasarana daerah provinsi menimbulkan
pertanyaan mengenai perbedaan antara mekanisme dekonsentrasi kepada
GWPP dan mekanisme tugas pembantuan kepada pemerintah daerah
provinsi.

Minimnya dukungan dari pemerintah pusat berimplikasi pada
penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah
kabupaten/kota. Berdasarkan laporan reviu BPK atas Indeks Kemandirian
Fiskal (IKF) pada tahun anggaran 2018 dan 2019 menunjukkan bahwa hanya
ada tiga kabupaten/kota yang tergolong mandiri dan sangat mandiri, yakni
Kota Surabaya, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Badung. Sebagian
besar kabupaten/kota masih sangat bergantung pada dana transfer dari
pusat. Kondisi ini mencerminkan kegagalan pemerintah daerah
kabupaten/kota dalam mengelola dan memanfaatkan potensi daerah yang
dimiliki. Oleh sebab itu, penguatan GWPP dalam pembinaan dan
pengawasan menjadi kebutuhan mendesak yang tidak dapat diabaikan.
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DESKRIPSI MASALAH
Untuk mengatasi kelemahan dalam pembinaan dan pengawasan pemerintah
daerah kabupaten/kota, penting untuk melihat kembali kerangka hukum dan
kelembagaan yang mendasari pelaksanaan otonomi daerah. UU 23/2014,
mengatur hubungan antartingkat pemerintahan dengan asas otonomi, tugas
pembantuan, dan dekonsentrasi. Namun, implementasi aturan ini masih
menghadapi tantangan, terutama dalam memastikan peran GWPP dapat
berjalan efektif. Berikut adalah permasalahan dan kendala yang timbul akibat
kegagalan pemerintah pusat dalam mengatur kedudukan GWPP.

a. UU 23/2014 menyatakan bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan
pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam
praktiknya, pemerintah daerah provinsi juga melaksanakan asas
dekonsentrasi. Konsekuensinya adalah pemerintah daerah provinsi
memposisikan diri sebagai wakil pemerintah pusat. Sehingga
memunculkan kembali hierarki antara daerah provinsi dan daerah
kabupaten/kota. Sementara UU 23/2014 menyatakan dengan jelas
bahwa keduanya tidak memiliki hubungan yang sifatnya hierarki. Daerah
provinsi dan daerah kabupaten/kota masing-masing mengurus urusan
yang menjadi kewenangannya.

b. Sebagai kepala daerah, gubernur dan bupati/wali kota memiliki
kedudukan yang setara. Lemahnya dukungan kebijakan dari pemerintah
pusat membuat kedudukan GWPP tidak terlihat sehingga memunculkan
resistensi dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan kepada
daerah kabupaten/kota.

c. GWPP juga memiliki tugas untuk memastikan kebijakan nasional dapat
diimplementasikan di daerah. Akan tetapi, gubernur merupakan jabatan
politik sehingga potensi konflik kepentingan yang tinggi. Misalnya,
memiliki hubungan kekerabatan dengan bupati/wali kota, kepentingan
partai politik yang mengusung, hingga keberpihakan pada aspirasi
masyarakat di daerahnya.

d. Kebijakan pelaksanaan tugas GWPP dengan menggunakan sumber
daya daerah adalah hal yang tidak efektif maupun efisien. Hal ini
disebabkan kondisi daerah provinsi yang berbeda-beda dan pada
umumnya masih belum maksimal dalam menyelenggarakan tugasnya
sebagai daerah otonom. Praktik ini membebani daerah secara finansial
dan meningkatkan beban kerja pada pegawai daerah provinsi. Misalnya
pada kasus Provinsi Sulawesi Barat yang menunjukkan bahwa pegawai
daerah provinsi harus membagi waktu untuk melaksanakan tugas
otonomi dan tugas dekonsentrasi. Selain itu, tugas dekonsentrasi tidak
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dapat dilaksanakan dengan baik karena terbatasnya personel dengan
keahlian tertentu, seperti analis hukum dan analis kelembagaan.
Penataan kelembagaan dan evaluasi APBD Provinsi. Pelaksanaan tugas
yang menjadi kewenangan GWPP tidak boleh dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah dan tertuang dalam APBD Provinsi. Namun, beberapa
Perangkat Daerah Provinsi memiliki tugas yang sama dengan Perangkat
Gubernur. Misalnya evaluasi APBD Kabupaten/Kota yang dilaksanakan
oleh BPKAD Provinsi, dan evaluasi rancangan peraturan daerah
kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Biro Hukum Provinsi. Tugas-
tugas tersebut memiliki alokasi anggaran dari APBD Provinsi.

REKOMENDASI KEBIJAKAN
(1) Otonomi hanya ada pada daerah kabupaten/kota. Provinsi hanya

berkedudukan sebagai wilayah administratif dan tidak lagi sebagai
daerah otonom. Konsekuensinya provinsi tidak memiliki kepala daerah
dan DPRD Provinsi lagi. Segala kewenangan provinsi sebagai daerah
otonom diserahkan kepada daerah kabupaten/kota. Provinsi akan
bertindak sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dan
memiliki hubungan hierarkis dengan daerah kabupaten/kota. Provinsi
dijabat oleh kepala wilayah, dalam hal ini dapat dikepalai oleh pejabat
eselon IA dari lingkungan Kementerian Dalam Negeri atau ahli/praktisi
yang memiliki kompetensi pada bidang tertentu. Karena jabatannya
sebagai kepala wilayah, maka ia bertindak sebagai koordinator dari
semua instansi vertikal yang berada di wilayahnya, kecuali instansi
vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut.

(2) Penguatan Kelembagaan GWPP. Penguatan ini meliputi perubahan atau

pencabutan PP 19/2022 yang dinilai gagal mengatur dan menguatkan
kedudukan GWPP. Aturan baru harus memberikan perlakuan yang sama
antara GWPP dan instansi vertikal karena keduanya merupakan
penyelenggara dekonsentrasi. Kelembagaan GWPP sepenuhnya
terpisah dari sumber daya daerah provinsi. Tidak ada lagi penetapan "ex-
officio" pada pegawai daerah provinsi, serta pemberian dukungan sarana
dan prasarana untuk pelaksanaan tugas yang didekonsentrasikan oleh
pemerintah pusat. Kemendagri dan BPK perlu memastikan bahwa APBD
Provinsi tidak digunakan untuk penyelenggaraan urusan pemerintah
kewenangan pemerintah pusat. Selain itu, perlunya kejelasan kedudukan
gubernur pada regulasi yang berkaitan dengan gubernur. Misalnya,
Peraturan KPU 6/2017 tidak menyatakan dengan jelas kedudukan
gubernur sebagai kepala daerah atau wakil pemerintah pusat.
Ketidakjelasan desain organisasi, struktur organisasi, proses bisnis,
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analisis jabatan dan analisis beban kerja akan mempengaruhi kinerja dari
Perangkat Gubernur. Seperti halnya Perangkat Daerah yang diatur
secara teknis dalam PP hingga Permendagri. Terakhir, penguatan peran
GWPP perlu didukung dengan mengatur hubungan kerja dengan instansi
vertikal di wilayahnya. Dalam hal ini, Kemendagri sering menggaungkan
integrated prefectoral system di mana dalam konsep tersebut merujuk
pada GWPP bertindak sebagai koordinator dari seluruh instansi vertikal
di wilayahnya dan merupakan satu-satunya jalur koordinasi ke
pemerintah pusat. Praktik saat ini tidak menggambarkan hal tersebut.
Semua instansi vertikal langsung berkoordinasi  dengan
kementerian/lembaganya masing-masing. Oleh karena itu, pemerintah
pusat perlu menetapkan hubungan kerja antara GWPP dengan instansi
vertikal, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
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